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ABSTRAK
Lalu Lintas.danrAcakutati %lfl\Se\aqgm dari.sistem transportasi
nasional harus d dan-dijaga-perannya’ t sWMudkan keamanan,

an Jalan dalam
dangan  wilayah.

tiban;"dan kelancaran berlalu lintas dan Ang
rangka mend pembangunan gnemi,_dan peng
Meningkatnya ah kendaraan b tor rod: tia,yang tidakidibarengi dengan
perkembangan| Ysarana da a4 enyeba banyaknya timbul
permasalahan. | Salah satu g g, Tim {I¥aclalahpenggunaan plat
nomor palsu kendaraan b Pen( 'F" an plat nomor palsu
kendaraan bermotor roda o ang A kum Polresta Padang
menyebabkan sulitnya mencafi motd Sal 3 huruf ¢ Undang-
Undang Nomar 22 Tahun 2009 te LBRdan0sndang dan ‘Angkutan Jalan
disebutkan bahwa Lalu Lintas dan Angku an dislenggarakan dengan tujuan
terwujudnya = D hukum dan kep lgaasyarakat. Namun,
beberapa masla Wk peneg sebut. Untuk itu,
penulis menganalls pokok perm agaimanakah upaya
yang dilakukar% Qn q "cl endaraan bermotor
roda dua dengan p{%f{; patsu?~Q)F Apakatrkenda kendala yang dihadapi
oleh polisi lalu. lin *(y}am\_gpaya:.pe e'gak-,huqkum %@Q pelanggaran plat
nomor kendaraan'palgu dj‘Ngta,hhdaﬁg..‘P@yitfan_ lila gkan di lingkungan
Satlantas Polresta W’adang;a/éugan}wﬂ ah\I}J ims Kota  Padang. Penulis
melakukan tipe penelitian empiris danga ode pendekatan masalah yuridis
sosiologis dan bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk menjabarkan data yang
seteliti mungkin. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui
wawancara langsung yang semi-terstruktur dengan responden, informan atau
narasumber. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat 3 (tiga)
upaya penegakan hukum represif yang dilakukan polisi lalu lintas terhadap
pengendara yang menggunakan plat nomor palsu kendaraan bermotor roda dua di
jalan raya dalam wilayah hukum Polresta Padang, yaitu teguran, penyitaan, dan
tilang. Kendala-kendala yang ditemui dalam rangka penegakan hukum ini , yaitu
didominasi oleh rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu,
dibutuhkan peran serta dari semua pihak baik dari pemerintah, aparat penegak
hukum, dan masyarakat untuk sama-sama lebih memahami dan menjalankan
budaya hukum yang lebih baik, sehingga akan terwujud keamanan, ketertiban,
kesejahteraan dan kelancaraan dalam berlalu lintas dijalan raya.
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